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2.1 Website

Website berasal dari kata World Wide Web, yakni layanan yang didapati
oleh pemakai komputer yang terhubung dengan jaringan internet. Website
merupakan aplikasi tertentu yang berjalan di atas platform atau operation
system browser. Dengan demikian website berarti sebuah halaman informasi
yang tersedia secara online dan dapat diakses di seluruh dunia selama
tersambung dengan jaringan internet. Website pada umumnya terdiri dari
format teks, gambar, table, grafik, kutipan, video, musik, dan format visual
lainnya yang menarik bagi pengunjung website tersebut. Sebuah website

mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. Media Promosi

2. Media Pemasaran

3. Media Pendidikan

4. Media Komunikasi [1]
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Gambar 2. 1 Contoh Website Maturbupati Purbalingga

2.2 E-government
E-government secara umum dapat didefinisikan sebagai penggunaan
teknologi digital untuk mentransformasikan kegiatan pemerintah, yang
bertujuan untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi dan penyampaian layanan.

Istilah e-government atau electronic government merujuk pada penggunaan



teknologi informasi oleh organisasi pemerintahan agar organisasi tersebut
menjadi lebih efektif dan transparan. Dengan e-government diharapkan
pelayanan terhadap masyarakat dapat lebih baik, efektivitas internal organisasi
pemerintahan semakin meningkat dan akses masyarakat terhadap informasi

dalam lingkungan pemerintahan semakin mudah [3].

2.3 Organisasi Perangkat Daerah (OPD)

Perangkat Daerah merupakan organisasi atau lembaga pada Pemerintah
Daerah yang bertanggung jawab kepada Kepala Daerah dalam rangka
penyelenggaraan pemerintahan di daerah. Pada Daerah Provinsi, Perangkat
Daerah terdiri atas Sekretariat Daerah, Dinas Daerah, dan Lembaga Teknis
Daerah. Srdangkan pada Daerah Kabupaten/Kota, Perangkat Daerah terdiri
atas Sekretariat Daerah, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan,
dan Kelurahan. Perangkat Daerah dibentuk oleh masing-masing Daerah

berdasarkan pertimbangan karakteristik, potensi, dan kebutuhan Daerah.

Organisasi Perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah
setempat dengan berpedoman kepada Peraturan Pemerintah. Pengendalian
organisasi perangkat daerah dilakukan oleh Pemerintah Pusat untuk Provinsi
dan oleh Gubernur untuk Kabupaten/Kota dengan berpedoman pada Peraturan
Pemerintah. Formasi dan persyaratan jabatan perangkat daerah ditetapkan
dengan Peraturan Kepala Daerah dengan berpedoman pada Peraturan

Pemerintah.

Perangkat Daerah Kabupaten/Kota adalah unsur pembantu Kepala
Daerah dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang terdiri dari
Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah,

Kecamatan, dan Kelurahan [2].



